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KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

1.1 Indeks Reformasi Birokrasi Badan 

SASARAN 1 - Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparat dan akuntabel

CASCADING BADAN PENDAPATAN DAERAH 

KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022

Terpenuhinya data penerimaan PAD 

melalui penatausahaan, pembukuan dan 

pelaporan serta evaluasi dan 

pengendalian pendapatan

SASARAN 2 - Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

2.1 Persentase Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

Tujuan 2 : Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

2.1 Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel

1.1 Nilai SAKIP Bapenda

1.1 Nilai SAKIP BAPENDA = 70 %

2.1 Persentase Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD = 16,16 %

SEKRETARIS

Terpenuhinya sistem pelaporan kinerja, keuangan, pelayanan kesekretariatan serta sarana dan prasarana

JABATAN PELAKSANAJABATAN PELAKSANA
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KABID EVALUASI, PEMBUKUAN DAN 

PELAPORAN
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PEJABAT STRUKTURAL 

(SEDERAJAT ESELON IV.a)

PEJABAT STRUKTURAL 

(SEDERAJAT ESELON IV.a)

PEJABAT STRUKTURAL 

(SEDERAJAT ESELON IV.a)

PEJABAT STRUKTURAL 

(SEDERAJAT ESELON IV.a)
KASUBAG KEUANGANKASUBAG PROGRAM KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN

Meningkatnya Pendapatan Daerah dari 

Sektor Pajak Daerah

Meningkatnya Penerimaan Pendapatan 

daerah, baik secara intensifikasi maupun 

ekstensifikasi
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